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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 200/PMK.04/2019 

TENTANG 

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG  

UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

ILMU PENGETAHUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan 

cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan telah diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor 

Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan 

Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor 

Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan 

Ilmu Pengetahuan; 

  b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan 

meningkatkan pelayanan dalam pemberian pembebasan 

bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui 

penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan 
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penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan dan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang   

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang 

untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN 

BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK 

KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU 

PENGETAHUAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan 

Ilmu Pengetahuan adalah barang dan/atau peralatan 

yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu 

pengetahuan termasuk untuk kegiatan penelitian atau 

percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Perguruan  Tinggi  adalah  satuan  pendidikan  yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

3. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara atau 

lembaga pemerintah non kementerian yang 

melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan 

hukum yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu 

kegiatannya melakukan penelitian atau percobaan guna 

peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut 

Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada 

dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 

6. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem 

integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik 

dan berbasis web. 
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7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

 

Pasal 2 

(1) Atas impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan diberikan pembebasan 

bea masuk dan cukai. 

(2) Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas: 

a. impor barang melalui tempat penimbunan berikat, 

kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas; 

atau 

b. pemindahtanganan barang impor yang telah 

mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima 

pembebasan bea masuk. 

(3) Impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan oleh: 

a. Perguruan Tinggi; 

b. Kementerian/Lembaga; atau 

c. Badan Usaha. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), jika impor barang yang dilakukan oleh 

Badan Usaha berupa peralatan dan/atau bahan untuk 

digunakan dalam proses produksi Badan Usaha. 

 

Pasal 3 

Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 

dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. barang impor belum diproduksi di dalam negeri; 

b. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun 

belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau 

c. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun 

jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, 

sesuai dengan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis 

terkait. 
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Pasal 4 

(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan     

ayat (2), Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau 

Badan Usaha, mengajukan permohonan kepada Menteri 

melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai 

atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai tempat pemasukan barang. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh: 

a. pejabat paling rendah setingkat Dekan, dalam hal 

permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi; 

b. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau 

pimpinan tinggi pratama, dalam hal permohonan 

diajukan oleh Kementerian/Lembaga; atau 

c. pimpinan Badan Usaha, dalam hal permohonan 

diajukan oleh Badan Usaha. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit dilampiri dengan: 

a. rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan 

bea masuk dan cukai dari: 

1. pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling 

rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh 

pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal 

permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi 

negeri; 

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, 

dalam hal permohonan diajukan oleh 

Perguruan Tinggi swasta;  

3. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau 

pimpinan tinggi pratama dari kementerian/ 

lembaga yang membina Perguruan Tinggi 

kedinasan, dalam hal permohonan diajukan 

oleh Perguruan Tinggi kedinasan; atau 

4. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau 

pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
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